LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
	REPUBLIK INDONESIA					

DISKUSI KELOMPOK (DK-18) S.B.S ISUE GLOBAL KONTEMPORER
Kertas Karya Acuan
Tema Pendidikan 	: Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian 
  Bangsa.

I. Judul			: Meningkatkan Kerjasama Internasional Guna Melindungi 
  Pekerja Migrant Dalam Rangka Ketahanan Nasional R.I

II.	Variabel			: Variabel-1	: Meningkatkan Kerjasama Internasional.
Variabel-2	:	Melindungi Pekerja Migrant.
Variabel-3	:	Ketahanan Nasional R.I. 
Pokok Permasalahan.
Difinisi pekerja migrant adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migrant mencakup sedikitnya dua type, yaitu (1) Pekerja migrant internal dan (2) Pekerja migrant  internasional. Pekerja migrant internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migrant internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Dari judul tulisan ini, khususnya meningkatkan kerjasama internasional, maka pekerja migrant yang dimaksudkan adalah pekerja migrant internasional. Pekerja migrant internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Difinisi Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.[footnoteRef:2] Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan juga dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan). [2:   Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesuia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1).] 

Dari statistik yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) data jumlah TKI, jenis kelamin, penempatan, bidang pekerjaan serta yang bermasalah dapat dilihat pada beberapa tabel sebagai berikut :[footnoteRef:3] [3:   Website BNP2TKI, http://bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html, diunduh tanggal 27 September 2012.] 

Tabel : 1
Jumlah TKI, Penempatan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Negara
	

	

			

	No
	Negara
	Tahun
	Jumlah
	TOTAL

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	
	
	LK
	PR
	LK
	PR
	LK
	PR
	LK
	PR
	LK
	PR
	LK
	PR
	LK
	PR
	LK
	PR
	

	1
	Saudi Arabia
	20,730
	260,357
	22,086
	235,131
	33,307
	201,337
	24,909
	251,724
	25,265
	203,625
	27,002
	110,641
	7,875
	3,939
	161,174
	1,266,754
	2,855,856

	2
	Malaysia
	103,107
	116,551
	110,780
	111,418
	84,978
	102,145
	62,512
	61,374
	74,559
	41,497
	95,541
	38,122
	31,749
	14,547
	563,226
	485,654
	2,097,760

	3
	Taiwan
	3,895
	41,811
	5,238
	45,572
	5,878
	53,644
	6,057
	53,278
	7,432
	54,616
	15,200
	63,646
	6,068
	24,601
	49,768
	337,168
	773,872

	4
	Singapore
	27
	28,634
	88
	37,408
	25
	21,782
	18
	33,059
	75
	39,548
	6,930
	40,851
	3,791
	16,639
	10,954
	217,921
	457,750

	5
	United Emirate Arab 
	395
	22,290
	1,509
	26,675
	5,565
	32,527
	1,591
	38,800
	1,334
	36,003
	4,427
	35,430
	1,837
	12,437
	16,658
	204,162
	441,640

	6
	Hong Kong 
	857
	19,243
	12
	29,961
	12
	30,192
	16
	32,401
	23
	33,239
	1,161
	49,122
	332
	17,905
	2,413
	212,063
	428,952

	7
	Kuwait
	93
	24,507
	199
	25,557
	2,977
	26,241
	178
	22,863
	122
	441
	660
	2,063
	192
	501
	4,421
	102,173
	213,188

	8
	Qatar
	2,516
	5,464
	2,940
	7,509
	1,753
	6,829
	1,248
	8,762
	1,384
	12,175
	3,169
	13,409
	862
	7,614
	13,872
	61,762
	151,268

	9
	Yordania
	13
	10,965
	22
	12,040
	1,459
	9,696
	15
	10,917
	6
	5,689
	16
	118
	2
	27
	1,533
	49,452
	101,970

	10
	Oman
	68
	5,142
	35
	7,115
	687
	7,622
	114
	9,586
	86
	9,173
	420
	6,872
	72
	3,303
	1,482
	48,813
	100,590

	11
	Brunai Darussalam
	2,668
	5,814
	3,359
	2,493
	2,483
	1,378
	3,553
	1,232
	5,084
	2,276
	7,162
	3,643
	3,513
	2,190
	27,822
	19,026
	93,696

	12
	Korea Selatan
	3,425
	610
	3,620
	210
	7,772
	362
	1,791
	99
	7,145
	451
	10,989
	401
	6,240
	159
	40,982
	2,292
	86,548

	13
	Amerika Serikat
	-
	-
	1,191
	72
	66
	-
	41
	6
	440
	35
	11,254
	782
	4,797
	291
	17,789
	1,186
	37,950

	14
	Bahrain
	121
	518
	21
	2,246
	605
	1,719
	150
	2,687
	124
	4,720
	260
	4,115
	71
	2,761
	1,352
	18,766
	40,236

	15
	Syria
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	1,151
	17
	6,364
	20
	4,202
	1
	-
	42
	11,717
	23,518

	16
	Italia
	-
	-
	-
	-
	6
	1
	-
	-
	10
	3
	3,217
	191
	1,635
	130
	4,868
	325
	10,386

	17
	Jepang
	18
	18
	96
	-
	103
	129
	60
	302
	55
	178
	2,401
	107
	1,349
	92
	4,082
	826
	9,816

	18
	Aljazair
	-
	-
	-
	-
	485
	14
	451
	2
	593
	16
	1,082
	2
	561
	2
	3,172
	36
	6,416

	19
	Afrika Selatan
	-
	-
	95
	16
	-
	-
	-
	-
	9
	3
	1,943
	66
	776
	10
	2,823
	95
	5,836

	20
	Macao
	-
	-
	1
	163
	-
	468
	-
	674
	-
	826
	77
	532
	25
	123
	103
	2,786
	5,778

	21
	Spanyol
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	10
	-
	1,433
	51
	669
	24
	2,116
	75
	4,382

	22
	Rrc
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,031
	41
	629
	16
	1,660
	57
	3,434

	23
	Thailand
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	-
	1
	1,096
	17
	422
	4
	1,527
	22
	3,098

	24
	Turki
	-
	-
	-
	-
	2
	4
	-
	-
	-
	25
	446
	570
	66
	286
	514
	885
	2,798

	25
	Selandia Baru
	-
	-
	-
	-
	65
	6
	237
	32
	258
	21
	429
	39
	190
	22
	1,179
	120
	2,598

	[bookmark: RANGE!A31:S57]26
	Fiji
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	555
	1
	446
	1
	1,001
	2
	2,006

	27
	Maldivest
	-
	-
	-
	-
	4
	18
	-
	20
	14
	66
	315
	323
	92
	93
	425
	520
	1,890

	28
	Australia
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	1
	510
	16
	348
	15
	863
	32
	1,790

	29
	Nigeria 
	-
	-
	-
	-
	82
	-
	81
	-
	5
	4
	568
	20
	87
	1
	823
	25
	1,696

	30
	Mauritius
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	456
	22
	354
	5
	810
	30
	1,680

	31
	Brasil
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64
	2
	307
	6
	424
	22
	795
	30
	1,650

	32
	Belanda
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	1
	-
	576
	16
	197
	5
	774
	24
	1,596

	33
	India
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	2
	-
	12
	418
	101
	185
	51
	603
	166
	1,538

	34
	Uruguay
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	489
	7
	192
	3
	681
	10
	1,382

	35
	Cyprus
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	32
	5
	292
	64
	248
	47
	572
	117
	1,378

	36
	Jerman
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	1
	-
	274
	25
	321
	33
	599
	58
	1,314

	37
	Inggris
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	4
	390
	101
	89
	30
	481
	135
	1,232

	38
	Lain-lain
	107
	36
	273
	179
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	16
	-
	-
	381
	231
	1,224

	39
	Trinidad
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	213
	-
	382
	-
	595
	-
	1,190

	40
	Papua New Guini
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	4
	239
	-
	544
	4
	1,096

	41
	Vietnam
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	331
	6
	172
	7
	503
	13
	1,032

	42
	Libya
	-
	-
	-
	-
	114
	-
	35
	-
	251
	-
	82
	1
	3
	-
	485
	1
	972

	43
	Timor Leste
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	407
	18
	24
	-
	434
	18
	904

	44
	Swiss
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	165
	9
	259
	18
	424
	27
	902

	45
	Mesir
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	12
	184
	81
	119
	11
	306
	104
	820

	46
	Peru
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	301
	-
	105
	-
	406
	-
	812

	47
	Portugal
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	1
	229
	19
	116
	1
	349
	21
	740

	48
	Yaman
	-
	-
	123
	-
	90
	-
	30
	-
	-
	7
	48
	11
	58
	1
	349
	19
	736

	49
	Rusia
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	126
	120
	44
	62
	170
	184
	708

	50
	Perancis
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	113
	4
	146
	7
	80
	1
	339
	12
	702

	51
	Lain-lain
	-
	-
	342
	951
	12
	68
	24
	75
	82
	154
	-
	-
	621
	1,100
	1,081
	2,348
	6,858

	Total
	138,040
	541,960
	152,030
	544,716
	148,545
	496,186
	103,126
	529,046
	124,601
	451,202
	205,054
	376,027
	78,929
	109,130
	950,325
	3,048,267
	3,998,592








 Sumber : http://bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html, diunduh 29 September 2012.
Tabel : 2
Sektor Pekerjaan Dari Pekerjaan Migrant Indonesia di Luar Negeri
	

NO
	

JABATAN
	TAHUN

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Jumlah

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	House Maid
	2,256
	63,903
	52,212
	50,928
	136,999
	50,062
	356,360

	2
	Women Worker
	7,338
	64,188
	29,712
	47,002
	129,918
	14,018
	292,176

	3
	Care Taker
	1,656
	39,008
	15,745
	18,618
	48,474
	18,113
	141,614

	4
	Operator
	554
	23,336
	15,960
	35,137
	40,842
	15,557
	131,386

	5
	Plantation Worker
	108
	5,137
	19,559
	21,538
	39,624
	13,648
	99,614

	6
	Worker (Man)
	193
	6,390
	9,968
	18,761
	33,398
	7,982
	76,692

	7
	Labour
	464
	11,286
	6,894
	2,936
	17,098
	9,129
	47,807

	8
	Housekeepers/PLRT
	81
	5,745
	7,658
	6,983
	14,638
	6,675
	41,780

	9
	General Worker
	18
	3,272
	4,153
	9,028
	8,366
	3,343
	28,180

	10
	Driver Automotive
	368
	2,526
	1,674
	3,499
	11,809
	2,184
	22,060

	11
	Agricultural Labour
	2
	916
	2,446
	2,703
	6,814
	1,146
	14,027

	12
	Lain-Lain
	27
	530
	2,031
	1,675
	6,012
	3,235
	13,510

	13
	Caregiver
	-
	273
	655
	2,462
	6,301
	3,502
	13,193

	14
	Construction Labourers
	68
	948
	508
	1,893
	5,625
	1,884
	10,926

	15
	Production Operator
	63
	1,324
	298
	1,554
	3,745
	1,822
	8,806

	16
	DeckHand
	0
	0
	0
	-
	4,497
	3,967
	8,464

	17
	Steaward
	-
	10
	-
	175
	5,952
	1,531
	7,668

	18
	Waiter
	15
	374
	203
	612
	4,732
	1,711
	7,647

	19
	Able Body Seaman
	-
	-
	-
	-
	4,775
	2,653
	7,428

	20
	Fisherman
	7
	493
	225
	374
	4,371
	1,419
	6,889

	21
	Sanitation Officer (Kapal Pesiar)
	-
	-
	-
	572
	4,255
	470
	5,297

	22
	Engineer
	-
	-
	-
	-
	2,321
	1,600
	3,921

	23
	Cleaning Service
	26
	545
	447
	884
	1,203
	688
	3,793

	24
	Gardener
	1
	187
	127
	730
	2,018
	607
	3,670

	25
	Man Worker
	1
	294
	54
	180
	2,413
	315
	3,257

	26
	Nurse
	1
	299
	267
	159
	1,496
	858
	3,080

	27
	Spa Therapis
	-
	-
	-
	-
	1,719
	822
	2,541

	28
	Welder
	18
	708
	731
	43
	619
	211
	2,330

	29
	Farmer
	-
	152
	194
	736
	861
	276
	2,219

	30
	Cook (Kapal Pesiar)
	-
	-
	-
	15
	1,460
	743
	2,218

	31
	Waitress
	-
	82
	160
	218
	1,009
	643
	2,112

	32
	Cooks
	1
	40
	17
	244
	1,070
	392
	1,764

	33
	Carpenter
	13
	119
	372
	139
	790
	254
	1,687

	34
	Oil Changer
	-
	-
	1
	4
	1,029
	645
	1,679

	35
	Deck Boy
	-
	-
	-
	-
	656
	741
	1,397

	36
	Officer
	-
	-
	-
	-
	962
	404
	1,366

	37
	Technician
	-
	27
	19
	73
	987
	239
	1,345

	38
	Chief Engineer
	-
	-
	-
	-
	556
	748
	1,304

	39
	Master
	-
	-
	-
	-
	774
	518
	1,292

	40
	Chief Officer
	-
	-
	-
	-
	662
	625
	1,287

	41
	Crew Utility - DD Utility (Kapal Pesiar)
	-
	-
	-
	3
	795
	407
	1,205

	42
	Deck Cleaner (Kapal Pesiar)
	-
	-
	-
	-
	1,117
	40
	1,157

	43
	House Maid (man)
	5
	117
	280
	84
	501
	148
	1,135

	44
	Mechanic
	14
	37
	64
	27
	678
	295
	1,115

	45
	Bar Bender
	12
	243
	14
	101
	513
	173
	1,056

	46
	Laundry labor
	1
	3
	4
	14
	697
	332
	1,051

	47
	Cooker
	2
	23
	18
	175
	551
	251
	1,020

	48
	Stewardess (Kapal Pesiar)
	-
	-
	-
	4
	778
	226
	1,008

	49
	Fitter
	18
	184
	133
	20
	345
	295
	995

	50
	Galley Utility (Kapal Pesiar)
	-
	-
	-
	3
	489
	461
	953

	51
	Lain-Lain
	476
	3,080
	1,689
	2,775
	19,108
	561
	27,689

	Total
	13,807
	235,799
	174,492
	233,081
	586,422
	178,569
	1,422,170


    Sumber : http://bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html, diunduh 29 September 2012.
Dari data tersebut juga dapat di lihat berapa besar kepulangan tenaga kerja Indonesia serta persentase yang bermasalah :
Tabel : 3
Kepulangan TKI dan Yang Bermasalah
	TAHUN
	KEPULANGAN
	TKI BERMASALAH
	PROSENTASE

	2006
	376,782
	57,971
	15.4 prosen

	2007
	354,921
	58,085
	16.4 prosen

	2008
	447,016
	50,765
	11.4 prosen

	2009
	492,073
	53,168
	10.8 prosen

	2010
	466,497
	67,318
	14.4 prosen

	2011
	494,212
	72,880
	14.7 prosen

	2012 (sampai 31 Mei) 
	150,748
	19,413
	12.9 prosen

	TOTAL
	2,782,249
	379,600
	13.6 prosen


    Sumber : http://bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html, diunduh 29 September 2012.
Data lain jumlah TKI saat ini dapat kita kemukakan dari pernyataan Direktur Eksekutif Migrant Care (salah satu organisasi non pemerintah yang aktif membela hak tenaga kerja Indonesia), Anis Hidayat pada tanggal 12 Agustus 2012 lalu; ia menyatakan bahwa saat ini sedikitnya ada 6 (enam) Juta TKI bekerja di luar negeri dan mengirimkan sedikitnya 70 Triliyun rupiah yang langsung menggerakkan ektor riil di pedesaan setiap tahunnya. [footnoteRef:4] [4:   Anis Hidayat (Direktur Eksekutif Migrant Care), Pernyataan Resmi Pada Wartawan Kompas, http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1534,  Diunduh 26 September 2012.] 

Indonesia sesungguhnya sudah memiliki UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri atau PPTKLN. Tetapi UU ini menurut Migrant Care belumlah cukup memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi TKI dimanapun mereka berada terutama para pekerja rumah tangga migrant. Karena itu upaya merevisi UU No. 39 Tahun 2004 ini telah dilakukan sejak tiga tahun lalu, tetapi justru draf revisi yang dikeluarkan melemahkan upaya-upaya perlindungan terhadap para pekerja migrant dan karena itu Migrant Care menyatakan bahwa Komisi IX DPR R.I telah menyia-nyiakan waktu selama tiga tahun untuk membahas revisi UU PPTKLN dengan menghasilkan draf revisi yang justru tidak melindungi TKI.[footnoteRef:5] [5:  Ibid, Wahyu Susilo (Ananlisis Kebijakan Migrant Care).] 

Disisi lain pada tanggal 12 April 2012 yang lalu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migrant dan Anggota Keluarganya, yaitu dalam UU No. 6 Tahun 2012. Pengajuan untuk meratifikasi Konvensi Internasional ini sudah sejak tahun 1999 atau 13 tahun yang lalu dan baru berhasil pada tahun 2012 ini. Menurut salah satu anggota Komisi IX DPR R.I Rieke Diah Pitaloka, ratifikasi Konvensi Internasional ini akan meningkatkan upaya perlindungan pemerintah terhadap pekerja migrant dari Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sampai Maret 2011 yang lalu terdapat setidaknya 203 (dua ratus tiga) TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri dengan rincian 149 orang di Malaysia, 37 orang di Saudi Arabia, 14 orang di China, 1 orang di Singapore dan 1 orang di Iran. Data dari Migrant Care, TKI yang menghadapi kasus di luar negeri pada tahun 2010 sebanyak 89.544 kasus dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 228.193 kasus. Dengan di ratifikasinya Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migrant dan Anggota Keluarganya ini, maka pemerintah wajib mengatur standart minimum hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan  budaya buruh migrant dan anggota keluarganya. Dengan demikian UU PPTKLN haruslah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Konvensi ini.
Permasalahan-permasalahan lain bagi pekerja migrant Indonesia di luar negeri secara umum dapat diuraikan antara lain gaji tidak dibayar oleh majikan, gaji tidak dibayar penuh (digaji rendah), gaji ditahan oleh sponsor atau perusahaan jasa TKI, pelecehan seksual sampai pemerkosaan,  penganiayaan berat dan ringan, kasus pembunuhan, kecelakaan kerja, kasus trafficking (perpindahan TKI ke negara ketiga), keabsahan dokumentasi, pihak majikan tidak menyediakan tempat tidur, tidak diberi makan 3 kali sehari, bekerja selama 24 jam, pelanggaran keimigrasian (over stay) dan tingginya cost structure penempatan TKI.
Dari beberapa penjelasan di atas menunjukkan kepada kita betapa masih rentannya para pekerja migrant Indonesia yang berada di luar negeri dan karena itulah membutuhkan suatu upaya peningkatan kerja sama internasional oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri maupun Kantor Perwakilan Indonesia dimana banyak tenaga kerja Indonesia melalui multilateral maupun bilateral antar dua negara Indonesia dengan negara tujuan tenaga kerja Indonesia (G to G), G to G negara pengirim lainnya, P to P contact, G to NGO dan G to International Organization.
Asumsi yang timbul apabila para pekerja migrant Indonesia yang ada di luar negeri (TKI) dapat dilindungi dengan baik oleh bangsa dan negara Indonesia melalui berbagai upaya diplomasi dan kerjasama internasional, maka denan sendirinya akan meningkatkan kinerja para TKI tersebut di negara tujuan mereka masing-masing dalam sektor apapun. Kehadiran negara dan bangsa Indonesia akan semakin dirasakan oleh mereka para TKI melalui perlindungan personil-pesonil atau pegawai Kementerian Luar  Negeri maupun Lembaga Perwakilan Indonesia di mana mereka bekerja. Para TKI akan semakin merasakan makna sebagai warga negara Indonesia. Kondisi ini tentu saja akan memberikan kontribusi kepada ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, yaitu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk kemudian mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri secara langsung maupun tidak langsung.[footnoteRef:6] Tetapi tentu saja sebaliknya bila kehadiran bangsa dan negara Indonesia tidak bisa mereka rasakan dikala ada persoalan-persoalan atau bahkan justru sesama warga Indonesia melalui lembaga perwakilan negara justru saling “memakan” atau tidak ada kepedulian dan keberpihakan, akan menimbulkan antipati dan semakin ketidak yakinan mamfaat berbangsa dan bernegra Indonesia. [6:   Lemhannas R.I., Pokja B.S Ketahanan Nasional, TOR Diskusi Kelompok PPRA B.S Tannas, Jakarta, 2012, hal. 1] 

Dengan memperhatikan sedikit uraian di atas, maka sesungguhnya konsepsi ketahanan nasional, yaitu pembangunan kekuatan nasional melalui pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang berimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan, secara utuh dan menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD N R.I 1945 dan Wasantara sangatlah tepat untuk diimplementasikan dalam menghadapi persoalan-persoalan TKI melalui kerjasama internasional dan diplomasi.
Dari uraian fakta dan analis singkat di atas, maka tulisan kertas karya acuan sebagai bahan diskusi ini merumuskan pokok permasalahannya adalah : Bagaimana Meningkatkan Kerjasama Internasional Guna Melindungi Pekerja Migrant Dalam Rangka Ketahanan Nasional ?.
Pokok-Pokok Persoalan.
Berdasarkan uraian di atas dan rumusan pokok permasalahan, maka pokok-pokok persoalan meningkatkan kerjasama Internasional guna melindungi pekerja migrant ini adalah sebagai berikut :
1. Belum memadainya substansi atau materi perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah berupa undang-undang maupun pelaksanaannya.
2. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja migrant Indonesia secara umum ditambah dengan masih banyaknya migrant illegal dan yang over stay sehingga rentan mengalami masalah sosial psikologi. Hal ini berkaitan dengan jabatan yang dipersyaratkan oleh negara peminta tenaga kerja migran serta tanggung jawab para agen maupun penyalur tenaga kerja Indonesia seperti PJTKI yang tidak mempersiapkan dengan baik para tenaga kerja tersebut dan ada kecenderungan mencari keuntungan di atas penderitaan para pekerja.
3. Masih lemah atau belum optimalnya baik kwantitas maupun kualitas para diplomat/ konsul Indonesia di negara-negara yang banyak TKI bermasalah seperti di Malaysia, Saudi Arabia, China dan Singapore serta negara-negara Timur Tengah lainnya. Hal ini berkaitan dengan jumlah serta peran para diplomat Indonesia di negara-negara yang banyak TKI untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
IV. Pokok-Pokok Pemecahan Persoalan.
1.	Kebijakan.
Untuk mewujudkan peningkatan kerjasama internasional guna melindungai tenaga kerja migrant Indonesia, maka kebijakan yang dirumuskan dalam KKA ini adalah  “Optimalisasi Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri Melalui Diplomasi dan Kerjasama Internasional”.
2.	Strategi.
	Untuk mewujudkan kebijakan di atas maka strategi yang ditempuh adalah :
a. Mengamandemen atau merevisi peraturan perundang-undangan yang bersifat meningkatkan perlindungan tenaga kerja migrant baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini perlu dilakukan karena UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN) belum mendasari pada konvensi internasional perlindungan hak buruh migrant dan anggota keluarganya serta membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri terkait (Kemennaker trans, Kemenlu dan BPN2TKI).
b. Meningkatkan kualitas SDM TKI dan peningkatan pengawasan untuk mencegah berkembangnya TKI illegal dan yang over stay di negara-negara tujuan.
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas diplomasi para diplomat khususnya pada negara-negara yang banyak TKI seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapore, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan lain-lain.
3.	Upaya.
Upaya strategi-1; Mengamandemen atau merevisi peraturan perundang-undangan yang bersifat meningkatkan perlindungan tenaga kerja migrant baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
a. Kementerian Tenaga Kerja merevisi atau mengamandemen undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN) agar revisi tersebut mendasari pada konvensi internasional tentang Perlindungan Hak Buruh Migrant dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012.
b. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri maupun BNP2TKI menjabarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri dan Kepala BNP2TKI menjadi lebih operasional.
c. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan DPR R.I mengeluarkan kebijakan berupa UU yang bersifat melindungi terhadap hak-hak atau kepentingan ekosob para pekerja migran di dalam negeri khususnya para pekerja non formal seperti pembantu rumah tangga. Hak-hak ekosob ini misalnya hak cuti, libur, jaminan kesehatan dan lain-lain. Pembuatan kebijakan ini disamping sebagai upaya negara dalam melindungi kelompok-kelompok yang rentan di dalam negeri juga sebagai nilai tawar bagi diplomasi Indonesia di luar negeri untuk meminta agar negara-negara penerima TKI memberikan hak-hak para pekerja migran dari Indonesia, seperti hak akan cuti, libur, istirahat, jaminan kesehatan dan lain-lain.
d. Kementerian Luar Negeri maupun BNP2TKI berupaya membuat kesepahaman atau MoU dengan negara-negara penerima TKI yang cukup besar seperti Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Korea Selatan dan negara-negara lain. Materi MoU ini adalah berupa kesanggupan pemerintah penerima TKI untuk dapat melindungi TKI sesuai dengan konvensi Internasional atau perlakuan terhadap buruh pada umumnya secara manusiawi berdasarkan nilai-nilai HAM.
e. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI membuat standart operasional prosedure (SOP) tentang perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri khususnya perlindungan terhadap TKI. SOP ini sebagai upaya untuk mencegah tidak diterimanya atau tidak ada upaya-upaya pendampingan, perlindungan dan keberpihakan dari para petugas diplomat maupun konsul terhadap TKI yang mengalami permasalahan.
f. Para diplomat atau konsul memperhatikan nilai-nilai internasional seperti Konvensi Wina; International customary, Best practices negara setempat, Citizen Service dan Bilateral : Mandatory Consular Notification dalam memberikan bantuan kepada para TKI maupun berdiplomasi.
Upaya strategi-2; Meningkatkan kualitas SDM TKI dan peningkatan pengawasan untuk mencegah berkembangnya TKI illegal dan yang over stay di negara-negara tujuan.
a. Kementerian Tenaga Kerja, Pemda Kabupaten/ Kota dengan pemangku kepentingan lainnya memperbaiki sistem rekruitmen TKI dengan cara meningkatkan pengawasan untuk menghindari kebiasaan pemalsuan dokumen dan identitas perjalanan TKI.
b. BNP2TKI, maupun Pemda dan para Perusahaan Jasa TKI melakukan pelatihan kepada para calon TKI dengan benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan sesuai dengan job pekerjaan dengan pengawasan yang benar.
c. Kementerian Tenaga Kerja meningkatkan pengawasan kepada para sponsor dan Perusahaan Jasa TKI dalam mengelola kesiapan maupun keberangkatan TKI. Praktek rekruitmen secara langsung oleh pihak sponsor dapat berakibat kepada praktek TKI menjadi perdagangan orang yang dapat mereka alihkan kenegara lain seenaknya saja.
d. Fungsi pengawasan Kementerian Tenaga Kerja agar ditingkatkan/ diperketat kepada petugas-petugas yang mengurusi perijinan Perusahaan Jasa TKI maupun sponsor, sehingga kolusi diantara mereka dapat diperkecil. Akibat kolusi ini menyebabkan menurunnya kualitas TKI dan tidak jarang justru perusahaan Jasa TKI yang nakal akan merugikan kepentingan para TKI sendiri, misalnya menahan gaji mereka dari para majikan untuk beberapa bulan dengan alasan menutupi hutang.
e. Pemerintah Indonesia melalui petugas-petugas di perbatasan baik perbatasan darat, laut dan udara untuk meningkatkan kontrol terhadap para TKI ini dan jika ada indikasi ketidak benaran seperti identitas dan dokumen perjalanan palsu atau tidak sesuai agar dilakukan penegakan hukum dan kepada sponsor maupun Perusahan Jasa TKI ditindak secara tegas baik tindakan administrasi sampai kepidana.
Upaya Strategi-3; Meningkatkan kuantitas dan kualitas diplomasi para diplomat khususnya pada negara-negara yang banyak TKI seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapore, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan lain-lain.
a. Pemerintah melalui Kemenlu memperbanyak atau membuat tempat-tempat pelayanan warga negara (citizen service) secara khusus disetiap negara maupun kota-kota yang merupakan kantong-kantong TKI dengan dilengkapi petugas diplomat ataupun konsul yang memiliki kompetensi dibidang hukum, penyelidikan, pendampingan, keberpihakan (empati) serta diplomasi.
b. Kemenlu secara khusus melakukan analisis dan evaluasi serta meningkatkan materi pendidikan dan pelatihan bagi para diplomat/ konsul dengan lebih khusus terhadap kemampuan melindungi WNI maupun BHI yang ada di luar negeri.
c. Kemenlu menjadikan perlindungan WNI dan BHI khususnya TKI menjadi prioritas utama serta menyatakan diri sebagai garda terdepan perlindungan TKI dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan internasional.
d. Kemenlu menentukan subyek yang harus mereka lindungi dengan semangat keberpihakan tidak hanya TKI, tetapi juga seperti awak kapal/ ABK, Profesinal lainnya, Mahasiswa, Pebisnis, Wisatawan, istri atau suami yang WNA. Hal ini penting untuk memberikan kepastian. Sedang Badan Hukum Indonesia berupa BUMN, BUMD dan swasta pada umumnya yang berbadan hukum Indonesia.
e. Para petugas diplomat atau konsul di kantor perwakilan setelah menerima ada permasalahan TKI maka segera mengambil tindakan seperti melakukan penyiapan sesuai SOP, Observasi cepat di Perwakilan, penyesuaian SOP di lapangan, melakukan tindakan corporate culture yaitu cepat, ramah, murah, transparan, tanpa pungutan. 
f. Upaya-upaya perlindungan yang dilakukan para diplomat/ konsul adalah :
1) Pendekatan hukum berupa mediasi dan konsiliasi, Konsultasi Hukum, Pengacara, Amicus Curiae/ friends of courts.
2) Pendekatan Kemanusiaan berupa kunjungan rutin untuk konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani,  penanganan kesehatan dan repatriasi.
3) Pendekatan politik berupa : (a) First Track Diplomacy, yaitu kerjasama G-to-G dengan negara penerima, kerjasama G-to-G dengan negara pengirim lain, (b)	Second Track Diplomacy, yaitu People to people contact, kerjasama G-to-NGO dan kerjasama G-to-International Organization.
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